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Hadirin yang saya mulickan,

Negara Republik Indonesia bukan negara sekuler. Di negara
ini tidak perlu dipisahkan antara kehidupan bernegara dengan
kehidupan beragama. Pemikiran selclor menganggap hahwa agama
merupakan urusan pemeluknya masing-masing dan tidak ada
sangkutpautnya dengan negara,
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Selain diamalkan secara normatif, hukum Islam juga diterapkan
secara formal melalui badan Peradilan Agama, yang eksistensinya
telah ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945. Keberadaan Pengadilan
Agama juga dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ditentukan pula dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu. Jadi hukum perkawinan yang berlaku bagi orang Islam adalah
Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perkawinan Isliam.
Sedangkan untuk orang yang non mushm berlaku hukum yang
sesuai dengan agamanya masing-masing. Di dalam Undang-Undang
Perkawinan ditentukan pula secara tegas pemilahan subyek hukum,
yaitu a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
dan b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya (Pasal 63 ayat (1) UU
No. 1/1974).

Kewenangan Pengadilan Agama telah mengalami perkembangan
dari masa ke masa. Sebelum ada Undang-undang Peradilan Agama
(UU No. 7/1989) kewenangannya sebatas perkara-perkara Nikah,
Talak, Rujuk (NTR). Setelah berlaku Undang-undang Peradilan
Agama kewenangannya adalah di bidang hukum perkawinan,
pewarisan dan perwaqafan. Selanjutnya setelah ada Undang-undang
Peradilan Agama yang baru (UU No. 3/2006) kewenangannya
meliputi juga di bidang ekonomi syari‘ah.

Sementara itu ada aturan hukum yang belum berbentuk undang-
undang tetapi sudah lama diterapkan sebagai hukum materiil di
Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana
yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
Kompilasi Hukum Islam yang berisi hukum perkawinan, hukum
pewarisan, dan hukum perwaqafan, merupakan hasil ijtihad para
ulama di Indonesia, telah menjadi salah satu sumber rujukan

Pengadilan Agama di dalam memutus perkara.
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